ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tuungagung Tahun 2010)” ini ditulis oleh Miswar Nafi’ dan dibimbing oleh Dr. Asmawi, M.Ag.
Kata kunci : Dispensasi Kawin, Hubungan Luar Nikah.

Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi adanya fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan semaraknya anak muda yang berhubungan layaknya suami-istri sampai hamil diluar nikah dengan jumlah umur yang belum selayaknya untuk menikah. Hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 membatasi umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Rumusan masalahnya: 1). Apakah dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon? 2). Bagaimana Penetapan hakim dalam dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Tulungagung? 3). Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Tulungagung?. 
Kegunaan Hasil Penelitian: Teoritis: Untuk memenuhi sebagian syarat dalam rangka meraih gelar kesarjanaan Strata Satu Hukum Islam (S.Hi) pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah jurusan Syari’ah STAIN Tulungagung. Praktis: Bagi Pembaca: Sebagai tambahan informasi. Bagi Pengadilan Agama Tulungagung: Sebagai bahan rujukan terhadap pejabat yang berwenang dalam menangani perkara ini.
Metode penelitian: lokasi penelitiannya dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung. Jenis penelitiannya kualitatif. Sumber datanya meliputi orang dan materi. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data dilanjut dengan induksi. Pengecekan keabsahan data memakai perpanjangan pengamatan, trianggulasi dan diskusi dengan teman sejawat.
Hasil penelitian: 1). Permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah diterima berdasarkan kewenangan PA.TA yaitu kewenangan Absolut dan Relatif. 2). Pertimbangan hakim berdasarkan: a). Pengakuan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon yang membenarkan seluruh isi permohonan pemohon I dan Pemohon II. b). Pengajuan alat bukti dari Pemohon. c). Bukti saksi 2 orang yang telah disumpah. d). Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. e). Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
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